SALINAN]

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum
bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo dalam merencanakan
pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan
Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya
dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak | ,
sesuai lagi, sehingga perlu diubah; -
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Mengingat:

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan

1.

Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

.bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun
2021-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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6.

10.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun

2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2012 Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 11});

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022
Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 130
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.
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Pasal I
Ketentuan angka 1.2. Bab I, Bab II, Bab IV tabel 4.1, Bab V tabel 5.1 dan

Bab VI tabel 6.1 dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130
Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 130 Seri E
Nomor 60) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2992

BUPATI PURWOREJO,
Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI B NOMOR 30
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"Pembina Tingkat I
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 34 TARUK g922
TANGGAL :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 130
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik ! f
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2
Republik Indonesia Nomor 4421); 3
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pencegahan Tindak
Pidana Perdaganagn Orang (TPPO);

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana
Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisitem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nonor 12 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informaso Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagimana telah di ubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 \

}

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara ,

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888), sebagimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-
Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-
Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dimas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pemberdayaan Masyarakat dam Desa Kabupaten Purworejo

\( BUPATI PURWOREJQg$

%

@GUS BASTIAN
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4

Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo.

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purworejo mempunyai tugas :

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan

Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

DPPPAPMD menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa,
administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan
desa, serta pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa,
administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan
desa, serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama
desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi
pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

= -
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2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo, terdiri atas :

1
2
3
4
5
6

7.

8

Kepala DPPPAPMD;

Sekretariat;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

UPT; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo,
adalah:

1.

Sekretariat :
Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan koordinasi tugas bidang, serta memberikan
dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan DPPPAPMD.
Dalam melaksanakan tugas , Sekretariat menyelenggarakan
fungsi :
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi perencanaan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi keuangan,;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi umum dan kepegawaian; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :
(1) Subbagian Perencanaan
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang
perencanaan, yang meliputi :
a) menyelenggarakan  perencanaan, penganggaran dan
evaluasi kinerja;
b) menyusun perjanjian kinerja; dan
c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

&4" Qe
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(2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksnaan kebijakan teknis, pelayanan
dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang
meliputi :

a) menyelenggarakan administrasi keuangan;

b) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di
bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;

b) menyelenggarakan administrasi umum,;

¢) menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;

d) menyediakan jasa penunjang urusan

e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;

f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis, melakanakan koordinasi, membina dan mengendalikan
pelaksanaan  tugas bidang  pengarusutamaan = gender,
pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga,
pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan
anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan
gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas
keluarga;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemenuhan hak
anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perlindungan
perempuan dan anak; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional. dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan
ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Subkoordinator terdiri dari :

(1) Subkoordinator Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang
pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan
peningkatan kualitas keluarga, yang meliputi:

a) melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten,
meliputi:

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);

2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan daerah;

3.melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk
perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);
dan

4. melaksanakan  sosialisasi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan
dan penganggaran responsif gender (PPRG).

b) menyelenggarakan pemberdayaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan kewenangan daerah, meliputi:

1) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi;

2) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum,
sosial dan ekonomi;

¢) menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan
daerah, meliputi:

1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan kewenangan daerah;

2) meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia
layanan  pemberdayaan perempuan kewenangan
daerah;dan
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d)

g)

3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi
dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan
daerah.

meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan

kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah,

meliputi:

1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak
kewenangan daerah;

2) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi KG
dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan
daerah;dan

3) melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat
untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan
daerah.

melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam

mewujudkan kearusutamaan gender (KG) dan hak anak
yang wilayah kerjanya dalam daerah, meliputi:

1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga tingkat daerah;

2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya
lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga tingkat daerah;dan

3) pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah
daerah.

menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah
kerjanya dalam daerah Kabupaten berupa melaksanakan
penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam
mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah
kerjanya dalam daerah;dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sesuai dengan tugas jabatan.

(2) Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem

Data Gender dan Anak, mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta
melakukan pembinaan bidang pemenuhan hak anak dan
pengelolaan sistem data gender dan anak, yang meliputi:

a)

menyelenggarakan pelembagaan PHA pada Lembaga
pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan
daerah, meliputi:
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b)

1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non
pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan
daerah;dan

2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan
pemenuhan hak anak kewenangan daerah.

menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
kewenangan kabupaten meliputi:

1) melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas
hidup anak kewenangan daerah;

2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat
daerah daerah;

3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi
dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
tingkat daerah daerah;dan

4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
tingkat daerah.

melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan

penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di

tingkat daerah Kabupaten, meliputi:

1) menyediakan data gender dan anak di kewenangan
daerah;dan

2) melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender
dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan
daerah.

d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak

Subkoordinator  Perlindungan Perempuan dan Anak
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan
perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi:

a)

Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan

lingkup daerah, yang meliputi:

1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup
daerah; dan

2) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah.

3@ PR -


https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9

b)

d)

melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah,

yang meliputi:

1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
menyediakan sarana prasarana layanan bagi perempuan
korban kekerasan kewenangan daerah;

2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya
lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan
korban kekerasan kewenangan daerah;

3) melaksanakan menyediakan kebutuhan spesifik bagi
perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus
kewenangan daerah; dan

4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan
daerah.

melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang

melibatkan para pihak lingkup daerah, yang meliputi:

1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan
melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan
pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan
daerah;

2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan
kekerasan terhadap anak kewenangan daerah.

pelaksanaan pembinaan dan pendampingan anak yang

memerlukan perlindungan khusus, yang meliputi:

1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pendampingan anak yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan daerah;

2) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi
dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan daerah;dan

3) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga
penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan daerah.

melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat daerah, yang meliputi:

1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan
sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus tingkat daerah;

2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan
kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak
yang memerlukan perlindungan khusus tingkat
daerah;dan

3) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan
jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.
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f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan
koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bidang penataan desa dan kerjasama desa. Dalam melaksanakan
tugas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan
fungsi :

a. penyiapan perumusan Kkebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian pelaksnaan tugas bidang
penataan desa;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
kerjasama desa; dan

. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.Susunan Organisasi
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas Jabatan
Fungsional. Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan
fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penataan
dan Kerjasama Desa, melalui penetapan sebagai Subkoordinator
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.
(1) Subkoordinator Penataan Desa
Subkoordinator Penataan Desa dijabat oleh pejabat fungsional
dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau
pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan menggkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.
Subkoordinator Penataan Desa mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta
melakukan pembinaan di bidang penataan desa , yang
meliputi:
a) menyelenggarakan penataan desa, yang meliputi:
1. membentuk, menghapus, menggabungkan, dan merubah
status desa;
. melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
. melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;
. melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa; dan
S. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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(2) Subkoordinator Kerjasama Desa
Subkoordinator Kerjasama Desa mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaan di bidang kerjasama desa,
yang meliputi:
a) memfasilitasi kerjasama antar desa, yang meliputi :
1. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam
kabupaten;
2. meleksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dengan
pihak ketiga dalam kabupaten; dan
3. melaksanakan fasilitasi pembangunan  kawasan
perdesaan;
b) melaksanakan fasilitasi, memonitor dan mengevaluasi
kegiatan kuliah kerja nyata (KKN);dan
c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan
tugas jabatannya.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan  teknis, membina,
melaksanakan, dan mengendalikan bidang  kapasitas
pemerintahan desa, kelembagaan desa dan keuangan desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan

Desa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi
pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
kapasitas pemerintahan desa;

b. penyiapan perumusan Kkebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
kelembagaan desa;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi
pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan bidang keuangan
desa;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
terdiri atas Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas dan
fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kawasan
Permukiman, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
1. Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa
Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
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kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang
kapasitas pemerintahan desa, yang meliputi:

a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang
meliputi:

1. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa;

2. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa;

3. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;

4. memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa;

5. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa;

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai
dengan tugas jabatannya.

. Subkoordinator Kelembagaan Desa
Subkoordinator Kelembagaan Desa mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaan bidang kelembagaan desa,
yang meliputi :
a) mengumpulkan, mengolah, menganalis data dan informasi
di bidang kelembagaan desa;
b) menyusun bahan petunjuk teknis di bidang kelembagaan
desa;
¢) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
kelembagaan desa;
d) melaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa, yang meliputi;
1. melaksanakan pembinaan BUMDesa dan lembaga kerja
sama antar desa;
2. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa;
3. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas
anggota BPD dan LKD;
4. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penetapan dan
penegasan batas Desa;

5. melaksanakan monitoring penugasan
urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh
Desa; dan

6. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa
serta lomba Desa dan Kelurahan.
¢) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai
dengan tugas jabatannya.
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3. Subkoordinator Keuangan Desa
Subkoordinator Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang keuangan desa yang meliputi:

a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang
meliputi:

1. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa;

2. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan
pembangunan desa;

3. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

4. melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset desa; dan

5. memfasilitasi penyusunan pelaporan Kepala Desa;

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai
dengan tugas jabatanya.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi,
membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang
pembinaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi
masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan
pemanfaatan teknologi tepat guna.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi
pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi
pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
peningkatan partisipasi masyarakat;

Cc. penyiapan perumusan Kkebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan
teknologi tepat guna; dan

d. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD
sesuai dengan tugas dan fungsi

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri
dari Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas dan fungsi
koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
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1. Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Subkoordinator = Pembinaan Lembaga  Kemasyarakatan
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan
bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan meliputi:

a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat
tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat
yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam
daerah, yang meliputi:

1. melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan
pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan (Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga
(RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), dan karang taruna), lembaga adat
desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;

2. meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga
kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan
dan masyarakat hukum adat;

3. melaksanakan fasilitasi menyediakan sarana dan
prasarana  kelembagaan lembaga  kemasyarakatan
desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan
masyarakat hukum adat;

4. melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam
penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat
dan kesejahteraan keluarga;

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan
tugas jabatannya.

2. Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan
bidang peningkatan partisipasi masyarakat meliputi:

a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga
adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat
hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang
sama dalam daerah Kabupaten, yang meliputi
1. melaksanakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong

masyarakat;dan
2. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman,
ketertiban dan perlindungan masyarakat desa.
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b) melaksanakan fasilitasi TNI manunggal kelembagaan
desa;dan

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan
tugas jabatannya.

3. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan
teknologi tepat guna meliputi:

a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga
adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan
masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya
hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten, yang
meliputi;

1. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi
masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan
pendapatan asli desa; dan

2. melaksanakan fasilitasi pemerintah desa dalam
pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan
tugas jabatannya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana tekhnis
fungsional pada DPPPAPMD. Pejabat fungsional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat
Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan
dalam peta jabatan berdasarkan analisi tugas dan fungsi unit
kerja, analisis jabatan dan anilis beban kerja dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

S~ T


https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan:

Agar visi, misi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun
2021-2026 yang terkait dengan tugas pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa lebih terarah dalam
implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut
dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, disertai dengan
indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo Tahun 2021 -2026 meliputi 3 (tiga) tujuan
yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesetaraaan Gender, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja peningkatan
pemberdayaan gender dan kualitas keluarga

2. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Desa, dengan indikator
kinerja Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi Desa

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator
kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

. Sasaran:

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun

2021-2026 berjalan dengan optimal, maka diperlukan sasaran

sebagai obyek dalam mewujudkan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pemberdayaan ekonomi desa, dan pelayanan publik di

Kabupaten Purworejo, terdapat 3 (tiga) sasaran yang akan

dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, dengan indikator meningkatnya
pemberdayaan gender dan kualitas keluarga

2. Meningkatnya Kerjasama Desa dengan indikator kinerja
meningkatnya indeks ketahanan ekonomi Desa

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator Kkinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

e & P


https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Capaian Kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 - 2026

No | Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah
Perangkat Perangkat m 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Peningkatan Peningkatan 94,97 | 74,16 85,49 85,74 85,99 86,16
Kesetaraaan pemberdayaan
Gender. gender dan
Pemberdayaan kualitas
Perempuan keluarga
dan
Perlindungan
Anak
Meningkatnya | Meningkatnya 71,08 74,16 85,49 85,74 85,99 86,16
Kesetaraan pemberdayaan
Gender, gender dan
Pemberdayaan | kualitas
Perempuan keluarga
dan
Perlindungan
Anak
2 | Peningkatan Meningkatnya | 0,6177 | 0,6302 | 0,6427 | 0,6552 | 0,6677 | 0,6802
Pemberdayaan Indeks
Ekonomi Desa Ketahanan
Ekonomi Desa
Meningkatnya | Meningkatnya | 0,6177 | 0,6302 | 0,6427 | 0,6552 | 0,6677 | 0,6802
Kerjasama Indeks
Desa Ketahanan
Ekonomi Desa
3 i Indeks 83,6 84 84,5 85 85,5 86
Kualitas Kepuasan
Pelayanan Masyarakat
Publik (IKM)
Perangkat
Daerah
Meningkatnya | Indeks 83,6 84 84,5 85 85,5 86
Kualitas Kepuasan
Pelayanan Magsyarakat
Publik (IKM)
Perangkat
Daerah
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan

Tahun 2021-2026

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo

ViSI

: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025

MISI 1 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti
luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis

pada religiusitas masyarakat

Tujuan
Perangkat
Daerah

Sasaran

Perangkat
Daerah

Strategi Perangkat
Daerah

Arah Kebijakan Perangkat
Daerah

Peningkatan
Kesetaraaan
Gender.
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Meningkatnya
Kesetaraan
Gender
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Penguatan
Pengarusutamaan
Gender

Pelembagaan PUG pada
Lembaga Pemerintah dan

Penguatan serta
pengembangan penyedia
layanan Pemberdayaan
Perempuan

Penguatan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

Penyediaan layanan dan
penanganan kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak, dan
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan

Pemenuhan Hak
Anak

Pemenuhan Indikator
Kabupaten Layak Anak,
penguatan dan
pengembangan Lembaga
penyedia Layanan
peningkatan kualitas
hidup anak, dan
pencegahan kekerasan
terhadap anak

MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM,
perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya

Tujuan Perangkat | Sasaran Strategi Arah Kebijakan Perangkat
Daerah Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
Daerah
Peningkatan Meningkatnya Mendorong Pembinaan dan
Pemberdayaan Kerjasama Desa pengembangan pengembangan BUMDesa,
Ekonomi Desa lembaga ekonomi | pasar desa, dan
desa posyantekdes
Mendorong fasilitasi pembentukan
pengembangan BUMDesa Bersama dan
kerjasama desa | fasilitasi pembangunan
dan kawasan | kawasan perdesaan
perdesaan
Pemberdayaan Fasilitasi Tim Penggerak
lembaga PKK, pengembangan
kemasyarakatan | posyandu, penguatan
desa peran RT dan RW, dan
pendampingan KPMD
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MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan Perangkat
Daerah

Sasaran
Perangkat Daerah

Strategi
Perangkat
Daerah

Arah Kebijakan Perangkat
Daerah

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

Peningkatan
kapasitas
pemerintah desa

Pembinaan peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa dan
pembinaan peningkatan
kapasitas anggota BPD

Optimalisasi
pendampingan
tata kelola
pemerintahan
desa

fasilitasi penyelenggaraan
administrasi pemerintah
desa, fasilitasi penyusunan
produk hukum desa,
fasilitasi penyusunan
perencanaan
pembangunan desa,
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa, fasilitasi
penyelenggaraan
musyawarah desa, evaluasi
dan pengawasan peraturan
desa, penyelenggaraan
pemilihan, pengangkatan
dan pemberhentian kepala
desa, fasilitasi
pengangkatan dan
pemberhentian kepala
desa, fasilitasi penyusunan
profil desa, fasilitasi
manajemen pemerintahan
desa, fasilitasi pengelolaan
aset desa, fasilitasi
penetapan dan penegasan
batas desa, fasilitasi
pembinaan laporan kepala
desa, fasilitasi evaluasi
perkembangan desa serta
lomba desa dan kelurahan

Penyelenggaraan
penataan desa

Fasilitasi penataan
Kewenangan Desa dan
fasilitasi Sarana dan
Prasarana Desa

Peningkatan
kinerja perangkat
daerah

layanan administrasi
umum, layanan
administrasi keuangan,
penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
kinerja Perangkat Daerah

A e e

>
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Tabel 6.1
TC27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo Takun 2021-2026

Dats Capsisn pads Target ﬁnr}n, Program, Kegiatan, Sub Legiatan dan Kerangks Perubaban Kondisi Kinerja Pada Akbir | Usit Kerja Lokasi
Tajune Sasarmn ndik; Tabue Awal Periode RENSTRA Perangkat
Program/ Kegiatan/ Sud ator Kinerja
Perangkat Perangkat Kede [ -Knl:m Tufsan/Sasaran/ Satwan Pereacanaam 2022 2023 2024 2028 2026 Dacrah
Daerad Dacnh Pregram/Keglatzn/ Sud Target 3020 3031 "';'“b“
Kegistan P P T r g jaws
8 Realsinsl| Realarl Target Pagu Target Page Target Rage Target agn Target age arget e
1 2 3 4 s 6 7 O 9 J [ [] B W [ [3 [ [] ® 20 21 2
Peningkatan Made ks Kepussan Masysrakat 83,6 94 84,8 85 88,5 86 86
Kua| TKM) Perangkat Dacrah
Pelayanza )
Publik ;
|
Meningkatnys ‘[mdeks Kepuasan Masyarakat 83,6 84 84,8 88 88,8 86 86
Knaiitas KIKM) Perangkat Daerad
Pelayanan
Publik
2 |08 [&1 PROGRAM PENUNJANG erseatase Peisksansan % 100 100 100 3.710.282.628 100 3.865.679.539 100 4.248.53.831 08 4.363.723.622 190 4.386.857.462 LilJ] 20.574,726.37%
URUSAN PEMERINTAH {fPenunjang Urusan
DAERAH :|[Pemeriatahan Dacran
KABUP ATEN/KOTA : [Ksbupaten
2 |08 |aa}2,01 Pereacanan, Keluaran - Jumish Dokumen [dekamen 7 7 ? 27.664.8300 7 38.700.000 7 42.500,000 7 43.600.000 7 43.900.000 3s 196.364.800 [ DPPPAPMD lhb.
Peaganggaran, dan Rvainasi [Perencanaas, Penganggana, Purworejo
Kinerjs Peraagkat Dzerab an Evaluasi Kiaerja
erangkat Daersh
Hasil Tersusuanmya
Dokumen Perescanaan,
Penganggaran, dan
Kinerja Perangkat Dacrah
2 108 J01[2,01 {01 { PenynsunanDokumen Jumlah Do kumen Perencansan {dokomen [ 5 [ 15.096.600 [} 20.000.000 [ 22.000.000 [} 22500000 [ 22.600.000 k7] 02.86600 | DPPPAPMD [Ksb.
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkst Dacrah Purworejo
2 108 {01 ]2,01 {02 | Koordinasidsn Penyusuman Jumlah Dokumen RKA-SKPDdan  [dokumen [ [ 1 1076.000 [ 2.500.000 1 2600000 [ 2.750000 1 2.750.000 s 11676.000 | DPPPAPMD [Kab.
{Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasi Koordinasi Purworsjo
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7 |08 |01 [201 {03 | Koowimasidan Penyssunan Jumlah Dokumen Porubahan RKA- dokumen 1 T 1 076000 1 250000 1 260000 1 2750000] 1 2750000 S 11676000 | DFPPAPMD |Kab. ‘
Dokumen Perubehan RKA-SKPD  [SKP D dan Laporan HasdKooadinasi Pumworejo
|Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
2 {08 1011201 |04 | Koordinasidsn Penyusunaa DPA- [Jumlah Dokumen DPA-SKPDidan Jdokumen 1 1 1 1467.000 1 1D0.000 1 1250.000 1 1300.000 i 1350.000 s 6467000 | DPPPAPMD |Kab.
SKPD Laporan Hasil Koordinasi Purvorep
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2 108 {01201 [0S | Koordinasidan Penyusunan umish Dokumen Perubahan DPA- {dokumen 1 [l 1 1467000 1 1D00.000 1 1250.000 1 1300.000 1 1350.000 5 5467000 | DPPPAPMD |Kab.
Perubahan DP A- SKPD ‘[SKP D dan Laposan Hasil Koo sdinasi Purworejo
enyusunan Dokumen Perubahan
PA-SKPD
2 [08 [01]207 [06 | Koordisasidan Penyusunan Tumish Laporan Capain Kine e dan |wporan 3 3 3 1686500 % 3000000| % 3300000] B 3300000 6 3350000 | 80 W536900 | DPPPAPMD |Kab.
Laporan Capsian Kinerja dan Khtisar [khtisar Realisasi Kinorja SKP D dan Purworejo
ReakisasiKineris SKPD poren Hasi Koordinasi
P enyusunan Laporn Capaian
rja dan khtisarRealsesiKinern
SKPD
3 08 |01 201 {07 { EvalvasiKinetje Perangkat Daerah [Jumish laporan EvakisiKinere laporan 1 [ 6 5795300 6 8.500.000 6 9.500.000 6 9.700.000/ 6 9.750.000 30 43245300 | DPPPAPMD [Kab.
erangkat Dserah Purworejo
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1 [08[@[a02] [Administrasi Kenangen  |Kelwaran:Persentase % 00 100 0 3.427882.925] 100 3.592.879.539 | M0 ISBABDI| 10 4.085.823.622] 100 1076657462 | 10 B.101026.479 | DPPPAPMD [Kab.
Perangkat Dacrah Laysnan Adminbs trasi Purworejo
Kewsngan Perangkat Dacrad
Hasil: Terlaysninya
Administrasi Keusngan
Perangkat Dscrad
7 [08 [01[202 [01] Pemedasn Gadan Tumangan | umieh Orang yang Menerma Gaj |orang ) @ T T B 3380679539 37 39353681 3 3002083622 37 406357462 Bl B04202667
ASN dan Tunjangan ASN
2 |08 [012,02 J05 | Koordinasidan Penyusunan Jumish Laporan Kouangan Akhir laporan 6 6 6 LB1400 6 3300.000 6 3.600.000 6 3.750.000 6 3700000 k. 15.501400
Laporan Keusngan Akhir Tahun Tahun'SKPD dan Laporas Hasid
SKPD Koowdinasi Penyusunan Laporan
Keusngan Akhir Tahun SKPD
2 |08 -072,02 '07 Koordinasidan Penyusunan Jumish Laporsn Keuangan Bulanan/ [laporan 26 26 2% 5.848.600 26 8.600.000 26 9.500.000 26 9.750.000, 26 9.800.000 B0 43498600 [ DPPPAPMD h(ah.
Laporan Keuangan Busman/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Purworejo
Triwulanan/Somesteran SKPD Laporan KooxdinasiPeayusunan
Laporsn Keusngan
Bulanan/Triwylanan/ Semesteran
SKPIx
2 [08 |01 [208 Adminis tras | Kepegawsian Keluaran:Perventase % [] [] 0 [] 00 25.000.000* 1) 30.000,000* 100 35.000.000° 00 40.600,000*( 100 130,000.000* DPPPAPMD'K-D,
khnuln Daersh Laysuan Admials tresi Purworejo
Kepegawaian Perangkat
Dacrah
hlull:'l‘emnnlnyn
|Adminis tras | Kepegawaiaa
Perangkat Daerak J_
2 |08 071205 [D [SosmbeasiPeratumn P erundang- [P cgavaiyang MeagiutiSoswkasi [orng 0 0 Q of 3 25.000.000¢] 37 30,000.000°| 37 35.000,000° 37 20.000,000*| 10 130.000.000*] DPPPAPMD [Kab.
Undangan Peraturan Porundang-Undangan Purworcio
2 {08 |a1{2,08 Adwinistres i Umum Keluaran : Persentase % 0o we L] 76.778.700 1] 77.0080,000 90 84.600.000 00 $6.900.080 100 87.356,000 00 411.628.700 | DPPPAPMD [Kab.
Perangkat Daerah Layanan Administrasi Umum Purworcjp
Perasgkat Dacrah
Hasi): Terloyaninys
Admiais tras | =
Peranghat Deerab
2 108 [01{2,06 [01 [Penyediaan Komponen hstalasi Jumiah Paket Komponen Instaksi paket 0 0 q 2.509.000 1 2.000.000 1 2200000 1 22%0.000 1 2250000 [ 11209000 | DPP P AP MD |Kab.
Lis trik/P. B Listrk/ P Bangu Purworejo
Kantoe Kantoryang Disediakan
2 [08 [011206 J03 Ponyedisan Porslatan Rumak Jumish Paket Peralatan Rumah paket 0 0 1 5974600 [] 4.750.000 q 5200000 1 $350.000 1 5.400.000 5 26674600 | DPPPAPMD |Kab.
Tangge Tangga yang Disediekan Purworep
2 [08 [01[2,06 [04 |Ponyedman Bahan Logatk Kamtor |Jumh Pakei Bahan Loga & Kantor paet 0 ] ] BE5080 | 11 2300000 11 B850000 | 11 W20000] 11 WI000| 55 70150500 | DPPPAPMD [Kab.
yang Discdiaken Purworejo
2 [08 011206 105 [Penyedian Banng Cotakandan [Tummk Paket Barung Couksndan [pakel 0 T 1 5218200 1 73000000 4 $00000| 3 8300000 | 1 8350000 § 41488200 | DPEPAPMD [Kab.
Penggandean P onggandaan yang Disediakan Purworsjo
2108 fo1 2,06 |07 [Penycdiman Bahan/Materis! Jumlsh Paket Babao/Materal yang paket L} 0 ] 5981500 1 4.750.000 1 5250000 ] 5350000 1 5400000 5 26731500 | DPPPAPMD [Kab.
Disodiaksn Purwo rojo
2 108 [01]2,06 |09 | Penyclenggaran Rapat Koordinesi [Jumish Laporsn Penyelenggaran Jlaporan 2 |3 2 37224600 12 45.500.000 12 50000000 12 51400.000 12 51650000 | @) 735.774600 | DPPPAPMD |Kab.
dan Konsukasi SKPD Rapat Koordmasi dan Kons ukasi Purworcjo
SKPIx
B S S U R PR
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T2 Jos [o1]anr Pengadsan Barang Milik Kelearan : Barang Mk jenls 0 ¢ 3 64,238,000 3 64.238.000* kL 1.707.173.200* 3+ 8B2.173.200 3+ 1B32.173.200%] 3+ 7.099.995,000+| DPPPAPMD |Kab.
Daersh Penusjang Urnsan Daersh (BMD) Pennajang PFurworep
Pemerintah Daersh Urvsan Pemerintah Daerab
yang Diadakan
~ [Hasil: Diadakannya Barang
Milik Daerah (BMD)
Pennnjang Uresan
Pemerintak Daersb
7|08 foi 207 J0I [Pengadsan Kendaran Perorangan |Jumish Unit Keadaman Pemorangan [unit 0 0 0 0 0 0 3= 75.000.000% 0 0 [ of 3 75.000.000] DPPPAPMD [Kab.
Dinas atau Kesderaan Dinas Dinas atsu Kendaraan Dinas Jabatan Purworej0
Jabatan yang Disedinkan
2 |08 |01 [207 109 [ PengadaanSsrana danPrasarana {Jumish Unit Sarana danPrasamsns Junit 0 [] 5* 64.238.000*} 5 64238.000% ki B2.1132004 4 B2.132009 »* B2.173.200" 2¢ 524.995.000% DPPPAPMD {Kab.
Gedung Kantor atau Bengunan Gedung Kantoratsu Bangunan {Purworejo
Lainnya Lainnys yang Disediakan
2 [08 J01[207 |0 | Pengaduan Gedung Kantoratau  |Jumish Ust Sarana dan Prasarana |und 0 ] [ ) ) o * |1.500.000.000*] © of 0 of P | 1.500.000.000%| DPPPAPMD ‘m.
Bangunan Laignya {P endukung Gedung Kantonatau Purwore
Bangurman Lainay yang Disediakan
1 {08 [01]208 1 [Penyedinas Jese Penvajang |Keluaran :Jumiah Laperan  [poran 1 3 2 07,886,480 T 01700.000 | 2 11L750.060 | 2 114,300,000 ) 115.400.000 | 10 S71836.400 | DPFPAPMD Jab. |
Uras s Pemeristaban Daersh |P diasn Jasa P jang P urworejo
Ures as Pemerintahan Daersh
Hasil : Ters us unnya Laporaa
Penyediasn Jasa Peaunjong
Uresan Pemerintah Daerah
2 [08 {01 |208 [0z Penyediaan Jssa Komunikasi, Jumish Laporsn PenyedinanJasa  laporun [ [] L 80.400.000 ] 64.000.000 [] 70250.000 [ 72200.000 [] 72500000 | 60 3$9.350.000: DPPPAPMD |Kab.
Sumber Days Airdan Listrk Komunikasi, Sumber Daya Ardan Purworep
Listrik yang Disediakan
2 |08 [0 [2,08 {04 | Penyediean Jasa Pelayanan Umum [Jumlah LaporanPenyedisantasa  [mporan ] ] [] 47486400 [7] 37100000 e 41500000 [] 42,600,000 ] 42900000 60 2D.136.400' | DPPPAPMD {Kab.
Kantor Pelayanan Unum Kantor yang {Purworejo
Disedinkan
2 (08 [01]200 Pemelibaraas Barang Milik [Keluamn : Barang Milik e nis 69 1] 20 $61069.800 3 £5.700.000 3 61.250.000 3 61.969.000 3 63.250.000 3 293.169.300 DPPPAPMDIIuhA
Daerah Peauajsag Urusan Daersh (BMD) Peasnjang [Purworeo
Pemerintahsn Dsensh Urasan Pemsrintahan Daerab
yang Dipelihsra
Hasil : Terpelibaranys Barang
Milik BPaersh (BMD)
Pexnajang Urnsaa
Pemerintahan Daerah
2 |08 {01 '2,09 01 [Penyedinan Jasa Pemekh Jumlah Kend; P nga! unit 4 4 4 20.000.000 23 31800.000 23 35:000.000 23 35.900.000 pxj 36.10.000 9% 158.800.000: | DPPPAPMD !Kah.
Biaya Pemetharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Purvworejo
Kendaran Perorangan Dinas atau  fyang Dipetiara dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Jabatan Pajakny
2 108 {01 12,09 {06 | Pemelharaan Peraltan den Mesin |Jumih Perlatan dan Mesin Lainmya [unit [ B [ 6.709.000 49 $400.000 49 5750000 49 6.000.000 49 6050000 21 29.909.000
Lainnya yang Dipelban
2 |08 101 1209 [09 | Pemelharaan/RehabiltasiGedung [Jumieh Gedung Kantor dsn unit 1 1 1 23360800 1 18.500.000 1 20:500.000 1 21000.000 1 21100.000 1 D4.460.800!
Kantor dan Bangunan Lainnys Bangunan Lainoys yang
Dipelhana/Dicobabiitasi
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e R
PROGRAM ADMINISTRASI [Persentase tertibnyn % 0o | 1] .1} 5.856.000.000 100 4.005.000.000 108 4.400.000.000 0o 4.518.600.000 0o 4.508.000.000 | 100 13.987.000.600
PEMERNTAHAN DESA sdministrasi pemeriatakan
dess
01| [Pemblnasn dan Peagavmasaa Ticlnrn :Pelaksanasn dess 449 46 469 $.886.000.000 469 4.005.000.000 469 4.400.000.000 46 4.518.600.000 469 4.508.000.000 | 460 23.987.000.006 | DPPPAPMD |kb.
Penyelenggsran Administrasi [Pembinnan dan Peagawasan Purworejo
Pemerintahsn Dess Penyelenggaraan
Administrasi Pemeristahan
Desa
Hasil :Terlaksamanya
Pembinsaa dan Pengawasan
Penyclenggaraan
Admisistrasi Pemerintahan
Desa
201 _I-Fuﬁnihnylbnwmn Jumlsh Dokumen P enyelonggaraan [dokumen 1 1 ] 69.52200 t 50000.000 1 54.800.000 1 56.000.000 1 56.000.000 4 205992200 | DPPPAPMD [Kab.
AdmiistrasiPemerntahan Desa  |AdmimistrasiPemerintahan Desa {Pamorei
201 | 4 [FasitasiPeagelohaan K Jambk Doki Peagebh doke 1 1 ] 5.11156 i 3.697.000.000 ] 4.044 337,000 1 4.150.000.000 1 4.45.000.000 s 21¥8.398.500 | DPPPAPMD Kab.
Desa Keuangan Dess Purworejp
201 5 [Pembumaan Penmgkatan Kapasias |Jumsh Apanatur Pemerntsh Desa [omng 0 0 285 Ti902000] 503 80000000| 5D 885627000| 5D 91000000] 5D 91000000 | 2033 462529.000 | DPPPAPMD |Kab.
Apantur Pomerintah Desa yang MengikutiPembinaan Purworejo
Peningkatan Kapasitas J
201 | 6 |FasiitasiPenyelonggaraan Jumiah Laporan Peayelenggaman | ponn 0 0 0 0 1 250000009 1 270000009 1 YT R 300000009 4 111000.0009 DPP P APMD [Kab.
Musyawarah Desa Musyawarah Desa Purworejo
201 8 [Pembmaan dan Pemberd Jumhbk Dokumen HasiPombinaar |dokumen 1 1 1 65.034.300 1 50000.000 1 54675000 1 36.000.000 1 56.000.000 4 2811709.800 | DPPPAPMD lhb.
BUM Desa das Lombaga Kerja dan Pemberdaynan BUM Desa dan Purworep
sama antarDest Lembaga Kerja Sama antarDesa
201 9 [Penyolonggarsan Pemihan, Jum lah Laporan Hasd posan 0 0 0 0 £ 2363001)00* i 2000000007 34 7000000009 0 of 70 186.500.0009 DPPPAPMD [Kab.
Pengangatan dan Penyelenggarasn Pemilhan, Purvorejo
P emberhontias Kepala Desa Pengangkstan dan Pemberhentiaa
Kepaia Desa
201 | 1t [FasitasiPenyasunan ProfiDesa [Juminh Dokumen ProfiDess  [dokemen 1 1 1 40000000 1 30000000 1 31680000 1 32500000 1 32000000 3
201 | R [FasiitasiMansemen Pomerintahan [Jumbh Dokumen HasdFasiltasi  |doksmen 1 1 1 40900000 2 28000.000 2 31680.000 2 35.000.000 2 32.000.000 9 DPPPAPMD
Dess {Mansjemen Pomeriatakan Dess
201 | B [FasiasiPengolokan AsetDesa |Jamuh Dokemen HasiPeagobohaza [dok [ 1 i EXEL ) I 26000000] 1 .00 1 30000000] 1 H00000] 4 B0.18.00 | DP PPAPMD [Kab.
Aset Desa Purworejo
201 § M [Pembimsan Pevingkatan Kapasias |Jumlah Anggots BPD yang: orang 0 0 0o 31971400 00 22000000} 3283 25321000 469 26.000.000 469 26000000{ 4421 B1292400 [ DPPPAPMD jKab.
Anggota BPD Mengiknti P embinaan P enimgkatan Purworojo
Kapasias
701 | FasiitasiPenetapan dan Penegasan{Jumbh Desa yang Difasiidesidahaa [desa 0 0 1 20.000.000 0 [) » 15.840.000 [ 5.500.000 [ $.000.000 31 68340000 | DPPPAPMD |Kab.
Batas Desa Penetapan Dan Penegasan Batas Purworejo
Desa
201 | B [Fasiitasi Evalsasi Perkembang: Jumled Dok HasdEvabasi  |dokumen I 1 1 30.000.000 1 22.000.000 1 23.760.000 1 25.000.000 1 25.000.000 4 125760000 | DP PP APMD |Kab.
Desa saria Lonbe Desa dan Perkembangas Dosa seria Lomba Purworejo
Kelnabao Desa dan Kelarshan
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2 PROGRAM PENATAAN [Persentase Penatasn Desn  |% 00 00 00 63.000.000 wo 43,000,000 100 $0.000.000 0o $1.000.000 00 51.000.000 00 260.000.606
DESA sesual peraturaa yang beriaks
2] 2 Penyslonggsrann Penatasn |[Keluarne : Persentase % 0o 00 0o 63.000.00¢ 160 45.000.000 1o 5$0.000.000 0o $1000.900 [0 51.000.000 e 260.000.600 | DPPPAP :n:;m‘b
Dess
siPenatsan Kewenangan Jumih Desa yang Terfhsiitas i Desa [] [] 1 20.000.000 0 [ 0 0’ [] [] 0 [) 1 20.000.000
Penataan Kewsnangannys
7] 3% 0] 581 | 40.000 000
2] 201 FasittasiSarans dan Prasarana Jumlsh Sarans dan Prasanana Desa [Unit 0 0 1 43.000.000 250 45000000 0o 50.000.000 (2] 51000000 2] 51000.000 1 2 2
Desa
Peniagkatsn Menlagkatays indeks tadeks 0,5964 0.6171" 0,6302 0,6427 0,6582 0,6677 0,6802
Pemberdayasa l& t
Menin inde ks ﬂﬁ(‘ [XY2H 0,6302 96,6427 0,6882 0,6677 90,6802
Ket
3 PROGRAM PENINGKATAN 6.40 7.46* 36,67 101.000.000 0o 73.000.000 100 86.000.060 0o $2.000.600 100 $2.000.000 00 418.000.000
KERJASAMA DESA
S T TSRS, m————S—— TR S e—.
3 1a01 Fasiiitasi Kerjs sama antar  |Kelnarsa : Jumlsh Dess yang Dess 30 38 n 101060.000 469 73.600.000 469 $0.000.000 469 82.000.000 469 $2.000.600 469 418.000.000 | DPPPAPMD |:lb ]
Desa Kerpn urworep
Heas il : Terfasilitas inya Dess
dalsrm Kerja Sama Antar Dosa
371201 asiasiKerja sama AntarDesa [Jummh Dokumen Kerja Sama Antar |dokumen 1 1 3 51500.000 1 37,000,000 t '40.000.000 i 41000:000 1 31000000 4 210.560.000
dalam KabupatenKota Desa daiam Kabupaten/Kota
201 [ 3 [FasitasiPembangunan Kavasan |Jumlh Dokumen Hasd Fasikas; |dokumen T T 1 49,500,000 T 36,000,000 1 401000000 T 410001000 T 31000000 ¢ 207.500.000
P Kawasan Perd
-——__—4—4-———_———_—.—1 . Pt
5 PROGRAM Lembags Kemasysrskatan % 0o 00 00 2.066.000.000 00 1.489.000.000 0o L636.000.000 100 1686.000.000 0o 1676.000.000 00 8.547.000.000
PEMBERDAYAAN yang Aktif dalam
LEMBAGA Pemberdaysss Mas yarakat
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT, DAN
s 1a01 Keluarsa : Jumiah lembags lembags ¢ 3 6 2.066.000.000 6 1489.000.000 6 1636.000.000 3 1680.660.000 469 1676.000.000 g 8.547.000.000 { DPPPAPMD §l .
1 syarakatan yang urworejo
Bergermk di Bids. terfas il dalsm
Pemberdayssn Dess dan peninghsatan kapasitas dea
Lembaga Adet Tiagkat. dibe rdayskan
Daerait Kabupaten/Ko ¢a serts
Pemberday Masyamkat
Hukum Adat yang
Masyarskat Pelakunys
Hukum Adat yang Sams
dalam Daerak
Kabupaten/Ko ta
W I : Terfasilitasinys Desa
dalam peniaghkatan kapasitas
lembags kemasysrakatan dan
dibe rdayskas
] [DPPPAPMD [Kab. ]
51201 | 3 |Peningkatan Kapasitas JumiehLembaga Kemasysrakatan [lembaga 6 6 6,00 1452087400 6 925,000,000 6 1046.000.000 6 1088.000000 6 1088.000.000 6 5.603.087.400 | DPPPAPMD :lb o
Kelembagaan Lembags Desa/ Kehirahan (RT,RW. PKK, ureor,
Kemasysrakaten Desa/Kelumhan  |Posyandi, LPM,dsn Karang:
(RT,RW, PKK, Posysndu, LPM,dan | Taruna), Lembags Adat
Karang Taruna), Lembags Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Desa/Kelurahan dan Mas yarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan
Hukum Adat Kapasitasnys
i 3
AESE il’ 7T iPengembangan Usaha Jumleh Dokumen Hasid Fasitasi dok 1 1 1 34.000.000 1 15.000.000 [} 27.000.000 1 28.0001000 1 28.000.000 4 132.000.600 DPI’PAI’MD':.F .
EkonomiMasysraket dan |Pengembangan Usaha Ekonomi unore
Pemerintah Desa dslam Masyarakat dan Pemerintah Desa
Meni Peond Ask dalm Meningk P
Dese AsliDesa
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2 B]S]201] 6 [FasasiPomerntahDess dam |Jomlh Laporan HasiFasiasi  [aporan 1 [ T 3490600 T 20000000] 1 27,000,000 1 28000000 1 28000000] 4 B7.912.6400 | DPPPAPMD [Kab.
Pemanfastan Teknologi Tepat Guas |Pemerintah Desa dalam Purworejo
Pemanfatan Toknologi Tepat Guna
21 B}5]201]7 [FasiitasiBulas BhaktiGotong Jumlah Laporsn Hasil Fasiitasi laporan 1 i t 25.000.000 1 .000.000 i 20.000.000 1 20.000.000 ] 17,000,000 5 91,000,060 | DPPPAPMD Fﬁlb.
Royong Masysrakat Bulan BhaktiGotong Royong Purwo rejo
Masyarskat
2[B[5[201]8 Fuini?enphlumn Jamih Dokumen HasiFasiasi  |dokumen 1 1 1 20000000 1 5.000.000 1 6.000.000 1 %000000] 1 B0 | S 32.009.000 | DPPPAPMD [Kab.
Ketentraman, Ketertban dan Penyelenggaraaa Ketentraman, Pamworejo
P ortindangan Masyanakat Desa Ketertiban dan Perindungan
Masyarakat Desa
2| B || 201]9 |FasitasiTim Penggerak PKKdalam [Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi  |dokumen 1 [ 1 500.000000 ] 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 4 2,500.000.00¢ | DPPPAPMD JKab.
Penyelenggaraan Geraksn Tim Penggerak PKKdalem Purworejo
Pemberdayaas Masyanakstdan  [Penyeleaggataan Gorakan
Kesejahteraan Keuarga Pombexdayaan Masypnakardan
Kosejahternan Keharga
Peningkatan Penlagkatan pomberdayans % 94,96 XX dRTRT 85,49 88,74 85,99 26,16 -
Kesetsraann gender dan kualitas keluarga
Geader.
Pemberdayasn
Perempman
dan
Perinduagan
Anzk
Meningkatnys Meningkatnys pemberdayasns [% 69,83 7108+ 74,6 35,49 85,74 85,99 86,16 .
Kesetarasn gender dan kuslitas keluarga
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan
daa
Pedindungan
Anak
2 los [02 PROGRAM Persentase Perangkat % 39,83 4146 4146 §77.000.000 4146 416.000.000 4146 457.000.000 4146 469.000.00¢ 4146 468.000.000 | 4146 2.387.000.000
PENGARUSUTAMAAN Daerak yang Melaksamakan
GENDER DAN Program dan Kegiatan
PEMBEIRDAYAAN Responsif Gender
PEREMPUAN
7 |08 02 1,01 ﬁehublnn Keluaran : Fasilitasi PUG Perangkat 43 41 41 40.130.400 41 29.000,000 41 31.787.700 41 32.000.000 [}] 31L000.000 41 $#3.918.00 | DPPPAPMD TKab.
Pengarnsutamane Geader  |melalui Pokjs PUG, Facal daerah Purworejo
(PUG) pada Lembaga Point dalam Penynsunan
Pemerintah Kewenangaa Program Kerjs PUG dmn
Kabupaten/Kota Focal Peint
Iiuﬂ :.'I‘umTlimhyl PUG -
melalui Pokjs PUG, Focal
Point dalam Penyusunan
Program Kerja PUG den
Focal Polnt
7 (08 (02201 ﬁz‘lﬁ.ﬁminﬁhkmmi Jamlb Dokamen HasiKoordnasi |dokemen 1 1 1 40.00400] 1 29000000] ! 308TI00] 1 7200000000 ¥ 31000000 | 3 %3.9%.109 | DPPPAPMD [Kab.
Pelak: PUGK 8 dan Sink iPehk Pumorejo
Kabapaten/Kota |Pengarustamasa Gender (PUG)
Kowenangan Kabupaten/Kota
':)”-) - - o i s ' T
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terhadap Perempusn Liagkup
Dsersh Kabupstea/Kots

Perempuan Korbas
Kekeras 2n yang Meadapatkan
Laysnan Perdindungas

2 [08]02]202 | [Pemberdaysan Perempuan  |Kcinaran : Persemtase % [] ) 0 0] 0 20.800.060°] w0 22.060.000¢] 100 24.000.000*] M@ 26.600.000°] w00 92.008.000° | DPPPAPMD [Kab.
Bidang Politik Bukum Sosial |perempuan yang Purworejo
dan Ekonomi pada mendapathan sosiadisliast

{Organisasi Kemasyarskstan [Peningkatan Pantisipasi
Kewesangan Knbupatea/Kota [Perempusa di Bidaag Politik,
Hukem, Sosis! dan Ekenomi
- DPPPAPMDIhh.
pemberdayssn perempuan Purworejo
dalsm organisasi
Kemasysrakatan yang
- atkan katan
kapasitas pada Bidang
Politik Hekam Sosial dan
Ekonoml

2 [08[02[202 [01/SosumasiPenmgkatan Parsipasi {Jumiah Dokumon Fasd Sosute dbk [] [) 0 0 1 20.000.000"] ! 22,000.000* ] 24.000.000* 1 26.000.000* 4 92,000.000*| DPPP APMD [Kab.

Percmpuan diBidang Politk Hekum |Peningkatan Partisipasi Poremp Purwotejo
{Bosialdan Ekonomi di Bidang Politik, Hukum, Sosisldan

EkoromiKewenangan

Kabupasea/Kota

2 0803|208 Penguataa dan Keluarmn : Pemenuhan lembage 3 3 3 536.869.600 3 Lembags 387.000.000 3 415.212.300 3 437.000.000 3 437.000.000 3 7.223.081900 | DPFPAPNID [Kab.
Pengembangan: Lembags pingan dan Advekasi Purvorejo
Penyedia fa I Kebijakan bagi Lembdaga
Pemberdayasn Perempuan [Penyedia Layraaa
Kewesragan Kabupaten/Kota |Pembderdayazn Perempunn

HasH : Terpenubinys -
Pendamplagsn dan Advekasi

Ke bijakan bagi Lembaga

{Peayedia Layanan

Pemberdsyssa Perempuan

2 |08]022,03 [01 JAdvokasiKebjakan dan Jumish Lembaga Penyedia Layanan [iembags E] 3 3 B.069.600 3 B.000.000 3 264 300 3 15.000.000 3 1.000.000 3 75334 400 | DPPPAPMD |Kab.
Pendampingan kepada Lembaga Pemberdayan Perempusn Parworejo
Penyodia Layanan Pembend: Ke Kab /Kota yang
P ¥ Mendsnat Advokasid

Imnpmnlkou Pendampingan

2 |08 102]2,03 [02 [Penimgkatan Kapasitas Sumber Jumish sumber Daya Lembaga onng 730 730 730 518.800.000 730 374.000.000 730 40947.500 730 422.000.000 T30 422000000 | 3650 7.H7.747.500 | DPPPAPMD |Kab.
Daya Lembaga Penyedin Layanan  [Penyedia Layansn Pemberdayuan Purworejo
¥ Kah P {Kabupaten/Kota yang Meadap

Peningkatan Kapasitas

2 08 Ez' 203 [03 Pengembangan Komuniasi Jumiak Dokumen Komonk doky [} 0 ] 0 T 31.000.000" T 32.000.000° T 33.000.000* 1 34.000.000%] ¢ 130.000.000*| DPPPAPMD ﬁ?-b.
bformasidan Edakesi (KE) {informasidan Edukesi(KE) Purworejo
¥, Kah ", Ke Kabup e yang

Tersodis
2 Jos jo3 PROGRAM PERLINDUNGAN |[Persestase Perempuan % 08 00 »e 449.000.000 we 199.000.000 0o 0o 315.090.000 »o wo 1669.000.0080
PEREMPUAN Korbas Kekerssan yang
Mendapatkan Laysnan
Kompreheasif
2 {os [03[2,01 Peacegahan Kekerasan Kelwarsn : Persentase % 09 we o $1653.000 we $4.000.000 08 §5.050.000 08 56.360.000 we $3.000.000| 16 299.603.080 | DPPPAPMD [Kab.

Purworejo

Hasil : Tedaysninya
Perlindungan Perempuan
Korbas Kekerasan
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2 |08f02§2,02 Pemberdayass Perempann [Kelnaran : Persentase % 0 [] 0 0 00 10.000.000¢ 0o 22.000.000* 100 24.000.000* 00 26.000.000* 200 92.000.000% | DPPPAPMD [Kab.
Bidang Politlk Huksm Sosisl {perempuns yang Purworsjo
dan Ekonomi pada dspatkan sesislisiiasi
Orgasisasi Kemasysrakatan [Peningkataa Partheipasi
Kewersagan Kabupaten/Kota |Perempuan di Bidang Po litik,

Hukam, Sesial dan Ekenomi

‘nun:mm kastays ~ |DPPPAPMD [Kab.
pemberdayssn perempuan Purworsio
dalam organisasi

Kemasyarakatae yang

mendspatkan peningkatan

kapas itas pada Bidang

Politik Hukum Sosisidan

Bkesoml

2 [08{02]2,02 Jo1]SosialsasiPeningkatan Patisipasi [Jumish Dokumen Hasil Sosink dok 0 0 0 0 1 20.000.000* 1 92.000.000" [ 24.000.000* 1 26.000.000%| ¢ 92.000.000%| DPPPAPMD [Kab.
Perempuan diBidang Poltik Hukum |Peningkatan Partisipasi Perempuan Purworejo
Sosisldan Ekonomi di Bidang Poltik, Hukum, Sosieldan

Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2 (089 (208 Peaguatan das Keluaman : Pemennhan lembage 3 3 3 $36.869.600 3 Lembags 387,600,000 3 425,212,300 3 437.900.000 3 437.600.000 3 2.223.081900 DPPPAPMDFK:U.
Peagembangan Lembag Pendsmpingan dan Advokasi Purvorejo
Penyedie Laysnss Kebijakan bagi Lembdags
Pemberdayasa Perempuan  [Penyedis Layanmaa
Kewesangen Kabupatea/Kota [Pemberdayasn Peremp

Hasii: Terpenukinys -
Pendsmpingan dan Advokasi

Kebijakan bagl Lembage

Penyedia Layanan

Pemberdaysan Perempuss

2 loglo2 703 Jo1 AdvokasiKebijkan dan JumishLembaga Penyedia Layanan [lombaga 3 3 3 18.069.600 3 18.000.000/ 3 4264.800 3 15.000.000 3 15.000.000 3 75334400 | DPPP AP MD |Kab,
Pendampingan kepada Lembaga  [Pemberdayaan Perempuan Purworejo
Ponyedia Layenan Pemberd Ke Kabupaten/Kotz yang
Porempuan Ki fondapat Advokasid
Kabupsten/Kota Pendampingan

2 08 (021203 |02 [Peningkatan Kapasitas Sumber Jumiahsumber Daya Lombaga orang 730 730 730 $18.800.000/ 730 374000000] 730 A0947 500 T30 422,000.000 30 422000000 | 3630 2:47.747.500 { DPPP APMD [Kab.
Days Lembaga Penyedia Laysnan [P enyedie Layanan Pemberdaysan Purworejo
Ke Kah Kabupaten/Kota yang Mendap

Peningkatan Kapasitas
412—08 022,03 {03 |Pengembangan Kemunikasi Jumish Dokumen Komunkasi [dokumen 0 0 [ [ i 31.000.000* I 32.000.000* 1 33.000.000* 1 34.000.000*] ¢ 130.000.000*| DPPP APMD JKab.
Informasidan Edukasi(KE) Informssidan Edukasi(KE) Purvworejo
K Kabupaten/Kols K Kabupaten/Kola yang
Tersedin
2 (08 |03 PROGRAM PERLINDUNGAN [Perseatase Perempuan % 100 00 100 449.000.000 100 299.000.000 0o 306.000.000 00 318.900.000 [ 1) 300.000.000{ 100 L669.000.000
PEREMPUAN Korban Kekerasam yang
Meadspatkan Layansn
Komprehens if
f_f,vl-.....\j G LD o N -
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2 |08 |93(2,01 Peacegahan Kekersssn Keluaran : Persentase % 100 1] 0o 81053.000 0o 54.000.000 00 55.050.600 »o $6.500.000 100 53.000.000| M8 2199.603.000 | DFPPAPMD Kab.
terhadap Perempuan Lingkup [Perempusn Kerbas Purworejo
Daerak Kabupaten/Kota Kekerasan yang Meadapatkan
laysnan Pertindungan
Hasil: Terdayaniaya -
Pertindungan Perempuan
Ko rbwn Kekerasan
2 {08 {03 ] 201102 [AdvokasiKebgaken dan Jumiah Perangkat Dacrahiyang Perangkat b [3 [ 81053.000 [3 $4.000.000; [3 55050000 13 $6.500.000 ] 53.000.000 [] 199.603.000 | DPPPAPMD |Kab.
Pendampingan Layanan {Mondapat Advokasidan dacrah Purworejo
Perindungan P Peondampingan Laysnan
Kewenangan Kabupaten/Kota Periindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
T (08 [03| 20| [Peayediaan Layenes Rujuken |Ketuarsn T Femenvhen layansn 1 1 1 367.947.000 1 245.000.000] 1 250.950.000] 1 758.900.000] 1 247.000.000] 4 1£369.397.000 | DPPPAPMD |Kab.
Laajutas bagi Perempuan Laysaan Rujskan Bagi P urworcjo
Ko rban Kekeras an yang Percmpuan Ko rban
Memerinkan Koordinas i Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Keta
Has il : Terpeawhinys Laysnan -
Rujeksa Bagi Perempuan
Ko rbas Kekerasan
et e T —— —T .
2 108 1031202 01 [Peaycdiaan Lsyanan Pengad Jumlsh P Korban orang 0 0 [ 43997000 B0 30.000.000 Bo 30000.000 [ 31000.000 150 30000000 { 360 164.997.000 | DPPPAPMD {Kab.
Masyarakat begi P orempuan Ko tban [Kekersan Tingkat Kabupaten/Kota Purworejo
Kekerasan Kewenangan yang Mendapatkan Layanan
Kabupaten/Kota Pengaduan
2 [08 03202 [02 [Koomdmasidan Sekronsasi Jumish Layanan Tindak Lanjut ayinan T T 1 32395%0000] 1 76000000f 1 220950000 1 727500000 1 20000000 4 1204.400.000 | DPPPAPMD [Kab.
Polaksanaan Penyedisan Layansn  {Pengaduan ywag Memerkikan Purworcjo
Rujukan Lanjden bagiP Koordinasidas Sinkronisasibagi
Ko rban Kek K Perempuan Korban Kek
Ksbupatea/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2 fos F“ 208 Penguatan dan Kelnaraa : Jumish Lembags {lembags [ . [] 0 2 32.000.060* ] 34.000.600¢ 2 36.600.000* F] 38.000,000¢| 2 140.000.000* | DPPPAPMD [Kab.
Peagembangan Lembags Penyedia Layanan Purworejo
Penyedia Layanan Perfindungan Perempusn
Pertindungss Perempusn yang meadapathan
Tisgkat Dacersh peningkatan kapasitas dan
Kabupaten/Kots dike mbaagkan
Hasil: Terpeanhinys -
lLembaga Penyedia Layanan
Perlindangan Perempasn
yang mendspatkan
peaingkatan kapasitss daa
dikembangkan
2 |08 [03] 203 |02 |[Penmgkatan Kapasias Sumber  |Jumiah sumber Days Manusa orang o 0 [) of 50 32.000.000°] ®0 34.000.000°] 70 36.000.000°| &0 38.000.000°| 660 140.000,000°| DFPFAPMD [Kab.
Days Lombaga Penyedia Layanan  |Lembaga Penyedis Layanan Purworejp
Penanganan bagiPeremp P bagiP
Kordan Kek K Korban Kek K
Kabupaien/Kota Kabupaten/Kola yang Mendspat
Peningkatan Kapasias
2 |og o4 PROGRAM PENINGKATAN |[Persentase Keluarga yang % 8,78 20 10 9] 87,50 25.000.000 88,00 50,000,060 i's.so 50.000.000 (18 64,000,000 89 189.000.000
KUARTAS KELUARGA Mendapsthan Pelaysnan
Peningkatan Kualitas
Ke luargs

Ty SN e 0 N
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10.000.000 | DP PPAPMD |Kab.

2 [os 2 Keluaran : Penentase % "o we ne $7.5¢ 25.000.000 ﬁ.“ 18,50 15.000.000 [1) 25.000.000 [1) )
Kelwarga dolam Mewujudkan |Kelwarga yang Mendapatkaa Purworejo
Kesetaraam Gender (KG) dan [peningkatan kapasitas pads
Hak Anak Tiagkat Dacrak sspek kualitas kelnarga
Kabupatea/Ke ta
Hasll : Terpennhinys Keluarga
ysng Meadapatksn
peningkatan kapasitas pada
1spek kualitas keluarga
27 {08 [54] 2,01 [01 | Advokasi Kebjakan dan Tenieh Poraaghal Daonbyang [P omngkas 0 0 0 3] 25000000 | 4% 25000000 | 43 25000000 | 43 25000000 | 43 $0.000.000 | DPPPAPMD |Kab. ]
Pendampingan untuk Mewujud! d Ad id daenal Purworejo
KG dan Perindeagan Anak P eadampingan Keloarga untuk
Ke Kab /K Mewsju Ki Gender
(KG)dan Perindungan Anak
Kewensngan Kabupaten/ Kota
2 (03 2,01 [02 |Pehk KomunikasiRformasi |Jumish Komuaikasi, hio dok 0 ) [ 1 40.000:000* 1 42.000.000* [ 44.900.000*, 1 46.000.000*] ¢ 172.000.000* | DPPPAPMD [Kab. ]
dan EdukasiKG dan Periindungan  |Edskasi (KEE) Kesetaraan Geader Purvorcjo
| Anak bagiKelarga Ki (KG) dan P orinduagan Anak bagi
Kabapaten/Kota Keliargs Kewenangan
Kabupatea/Kota yang Tersodla
1 {os ) Peaguaten dan Keluarsa : Jumlah Lembaga [lembaga [ 0 0 £1] 70.000.000* 30 $0 15.000.000 S0 39.400.000 50 $9.000,600 | DPPPAPMD IM .
Peagembangan Lembags Penyedia Layansa Purnorejo
Peayedia Laysasn Peainghatan Ksalitas
o 1 4
Kelvarga dalam Mewajudkan kapasitas dan
KG dam Hak Anak yang dikembaagkan
Wilayak Kerjanys dalam
Daerab Kadupaten/Ko ta
Hasil : Terpenuhinys Lembaga -
Penycdin Layansa
Peninghatan Knalitas
Keluargs yang mendapatkas
pealaghkatan kapasitas dan
dikembangkan
2 [os 202 ﬁ’?elhmun Kapasitas Sumber Jumisb ssmberdays Lombags orang 0 0 0 [ 40.000.000* Bo 25.000.000 B0 25.000.000 (1] 25.000.000 530 75000.000 | DPPPAP MD |Kab. ]
Days Lembaga Ponyedia Layanan  |Penyedin Layanas Peningkatan Purworejo
Poningk Kualitas Koluarga Koalitas Kelarga yang mendapat
Tingkat Dacrah Kabupaten/Kota  {Peningkatan Kapasias Koargs
Kewenangan Kabupaten/Kots
7 (08 041252 V3 |Penguamn Jeptng antar Lombaga |umiah Dotumen HasdPeagaawan |dotumen 0 0 0 T '30.000:000* 1 32.000.000% T 34,000.000* T H000000 | 4 W000.000 | DPPPAP MD |Kab. ]
Penyedis Layanan Peningkatan Jejaring Aotar Lembaga Ponyedia Parvorejo
Kaalitas Keluarga Tingkat Dacrah  [Laysnan Reningkatan Kaaltas
Kabupaten/Kota Keharga Kewonangan
Kabupaten/Kota
7 [es 04] 2 Penyediasn Laysnan bagl Kelusran : Jumish layanan layanaa [ 0 0 [ 30.000,000* 1 31000.000" 1 32.000.000° 1 33.000.000* 4 126.098.000°| DPPPAP MD |Kab. ]
Keluarga dajam Mewsjudkan [bagiperempsan watuk Purworcio
KG dan Hak Amak yang jmendapatkan hysaa
Wilayah Kerjanys dalam peaiagk kualitas
Daerak Kabupatea/Kota dem hak anak
TRast : Terpennhinys
L puss yang
{mendapatkan ayanan
peningkatan kualites keloarga
dso bak smak
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3 [01|Pelaksanasn Penyodinan Layanan |Jumish Layanan Komprohensifbagi 31.000.000* 32.000.000* [] 33.000.000%] 4 126.000.000*
Komprehensif bagi Keharga dalam  |Kekiarga dalam Mewujudkan:
Mewujudkan KG dan Perlindungan | Kesetarsan Gender (KG)dani
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam  |Perindungan Anak yang Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota Kerjanya Lingkup Dacrah Kabupaten/
Kota yang Tersedia
PROGRAM PENGELOLAAN [Persentase Dats Ansk das 103 7.000.000 7.000.000 0o 7.000.060] 100 36.600.000
SISTEM DATA GENDER Geader Teramalisis den
DAN ANAK Tersaji dslam Kelembagaan
Data
P pulan Pengolah: Kel P h 7.000.008 7.000.000 100 7.000.000] 100 36,000,000 [ DPPPAPMD IKAb.
Analisis dan PenysjianData |KebutuBan Data SIGA yang
Gender dan Anak Dalam Teranalisis untuk Perumusan
Kelembagaan Data di Tingkat |Kebijakan Geader dan Anak
Daersh Kabupaten/Kota
Hasil : Terpeauhinys -
Kebutuban Dats SIGA yang
Teranslsis untuk Perumus an
Kebijakan Genderdan Anak
2 |08 [05]2,01[02 [Penyajan dan Pemanfaatan Data  |Jumish Dokumen P enyajian dan dokumen 0 0 1 9000000 1 6.000.000 1 7000000 i 7.000.000 1 7.000.000 5 36,000,000 DPPPmﬁ-K:T
Gender dan Anak dalam Pemanfaatan Dats Genderdan Anak Purworejo
Data dikK dalam Kelomb Data di
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 |08 [os PROGRAM PEMENUHAN Persentase Layanan % 83 83 83,8 101000.000 84 73.000,000 88 80,000,000 86 82.000.000 86,5 82.000.000| 86,5 418,600.000
HAKANAK(PHA) Pemenuhan Hak Anak
7 |08 |06 | 03| Peaguatan dan Keluaran : Laysnan % 83 83 83,8 101.000.000 84 73.000.600 85 80.000.000 86 82.000.000| 86,5 $2.000.000 86,5 418,000.600 | DPPPAPMD Il(lb.
Pengemb Lemb. han Hak Anak Dalam Purworejo
Penyedia Layanan Kabupsten Layak Amak
Peningkatan Kualitas Nidup
Ansk Kewensngan
Hasil : Terlayaninys
Pemeaukan Hak Ansk Dalam
Kabupaten Layak Anak
2 108 106 {202 [01 [Penyediaan Layanan Peningkatan  |Jumish Anak yang Mendapatkan orang 0 0 45 67.595.500 45 49.000.000/ 45 53.000.000 45 55.000.000 45 $5.000.000 BO 779,595 500 | DP PPAP MD |Kab.
Kualitas Hidup Anak K Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Purworejo
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kots
2 08 f06]2,02 {03 |Pengembangan Komunikasi Jumlah Dok K ikasi dok 0 0 1 33404.500 1 24.000.000 1 27.000.000 1 27.000.000 1 27.000.000 1 8.404.500 | DPPF AP MD |Kab.
e idan EdukasiP han |hf iden Edukasi (KIE) Purworejo
Hak Anak bagiLombaga Penyedia |P Aan Hak Anak bagi
LayananiPeningkatan Kualitas Hidup {Lembaga P enyedia Layanan
Anak Tingkat Dacrah Peningkstan Kuaiitas Hidup Anak
Kewonangan Kabupaten/Kots
2 |08 F°-' Persentase Ansk % 100 100 100 82.000,080 L] £9.600.000 160 65.000.000 100 67.000.000 100 67.000.000| 100 340.000.000
KHUSUS ANAK Memeriukan Perdindungan
Khusus yang Mendapatkan
laysnan Komprehensif
2 08 To7 2,01 _#ncenhn Kekerssan Kelusran : Persentase % 100 00 100 82.000.000 100 59.000.000 100 65.000.000 100 67.000.000 100 67,000,000 100 340,000,000 | DPPFAPMD |Kab.
Terbadap Anak yang Penangansn Anak Ko rban Purworejo
Melibatkan para Pihak Kekerasan/ TPPO yang,
Lingkup Daerab Tertangani
Kabupaten/Kots
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lllnll:'l'"u atays Amak -
Kerban Kekerasas/ TPPO ‘l;
2 108 J07| 201]01 [Advokasi Kebiakan daa Juss labeP crangkat Daerab yang Poranglat [ 0 6 2930000 6 21500000 & 24.000.000 6 25.000.000 6 25.000.000 24 23.3D.000 | DP PPAPMD |Kab.
Pondampi Peh Mend: A i Kebij dea |daomh Purworojo
Kebigakan P rof dan Kogiatan
Peoncogahan Kekerasan terhadap | hbﬁhn Program dan Kegiatan

Anak k Terkadap
Aut Kewcaangan Kabupston/Kota

2 o8 [07] 20102 rdnasides Sinkroni Jumish Dok Hasi Koordmasi [dok 1 1 [ 52.90.000 1 37.500.0600 [} 41000.000 [ 42,000,000 1 42.000.000 4 2M.690.000 DPPPAPMD'KIB.
Pencogahen Kekerasan Iu’nhp dun Simkronisasi Pencegedan Purworcj
Anak Terbadap Anak.
Kewonangan Kabupaten/Kota
e W‘_ﬁu Ty — > NE— At T5505057 s e T e— |
yediasn y-n- bagt Keluaram : uy-nn bagl Ansk % [ 0 0 0 0o 28.000.000 1) 238.000.0 00 34.000.000 123.000.000*] DPPPAP MD [Kab.
yang M Purworojo
Ptﬂlndu-n- Khu

standar
Tinghat Dasrah Kabupaten/

Ko ta
Hasll : Tersedianys Loyanan E
standar
2 |08 [07] 202 |02 [Koordmasidas Skronisasi [Jambshileynner Tlduk hu! myansn 0 0 [] [] 1 25.000.000* u 28.000.000*: 1 34.000.000* 1 36.000.000* 4 123.000.000*| [DFPPAPMD |Xab.

F [ 4 Ansk [P yang M Purworejo
yeng Momoriukan P erindungan |Koordinasidan Swksonisasibagi
Khusus Kowosa Anak yang Mesmerksn

Kabupatea/Kota P erfindul Khusus Kewenangan
Kabupeten/Kowm
3 les 208 Keluaran : Persentase % we »e 00 76.806.000* e °0 1) 87.600.000% DPPPAPMD |[Kab.
Lembags Lom Peayedia Laysnan Perworejo
u bagl Ansk |bagi Amak y: gMe-uhh-
Tiagkst
Daerah Kabupsten/Kote
2 {08 {07203 |02 [Koonnasidan 8 & 1 1 1 76.806.000* 1 80.000.000* [ 83.000.000* 1 85.000.000* 1 87.000.000* 4 335.000.000*| DPPPAPMD [Kab.
Poningkatan Kapasitas Sumber Purworei
Days Lembags Penyedia Layanan |
Ansk yag Memerikan [Penyedis Layasan Anak yang
Porimdungsn Khusus Tingkat Memeriskan Peortindungan Khusus
Decrsh Kabupaten/Kota Kowesangan Kabupaten/Kota
[Jumish 12.714.282.628 20.355.679.539 1n379.53.81 1L684.723.622 1L69LSST.462 $7.825.726.379
. I ~——
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